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BI'PATI PT'RWORB'O
PRO\EIYSI JAWA TEITGAH

PERATURAN BUPATT PURWORE.IO
NOMOR 9' TAHUN 2'2I

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.IA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal l0
Peratr.[al Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan darl Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkart Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunal Organisasi, T\.rgas dan Fungsi, serta Tata
Ke{a Dinas Kependudukar dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undarg-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahar Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubalr beberapa kali,
teralhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tel)ta\E Cipta Kerja (I€mbaran Negara
Republik Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor
65731;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Taiun 2016 Nomor 114,
Tambahan Ie mbaraa Negfia Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peratu.ran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubaltar Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentar8 Perangkat Daerah
(Irmbaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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Menetapka-n

5. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2Ol9 tentarg Klasihkasi, Kodefikasi dan
Nomenk-tatur Perencaraan Pembangunan dai
Keuangan Daerah (Berita Negara Repubtik
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2O2O tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Kependudukal dan Pencatatan Sipil di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 202); dan

7. Peraturan DaeraI Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2I tentang Pembentukan dan Susunan
Perargkat Daerah Kabupaten Purworejo (L€mbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4
Seri D Nomor 1, Tambahal Lembaral Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah DaeraI dan Dewa:r perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi da-rr tugas pembantuan
dengal prinsip otonomi seluas-luasnya dalam si;bm-dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin me laksanakan Urusan
Pemerintahan yarg menjadi kewenangan Daerahotonom.

4. Bupati ada.lal Bupati Purworejo.
5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selarjutnya

disebut DISDUKCAPIL, adalah Dinas Kependudukan d;
Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

6 Ke_nal-.a Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, yarlg
selanjutnya disebut Kepala DISDUKCAPIL, adalah Kepala Dinai
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten purworejo.
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7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DISDUKCAPIL.
8 Sekretaris DISDUKCAPIL yang selarjutnya disebut Sekretaris

adalah Sekretalis Dinas Kependudukarr dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DISDUKCAPIL.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DISDUKCAPIL.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undargar tentang organisasi dan tata
kerja instansi.

12 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI adalah unit
keda pada DISDUKCAPIL yang melaksanakar kegiatan teknis
operasiona.l dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Pelalsana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPI
adalah kepala unit kerja pada DISDUKCAPIL yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipit dan
Pegawai Pemerintal dengal Pedarjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

15 Jabatan Fr-mgsional adalah sekelompok jabatal yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanalr fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampila-n tertentu.

16 Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DISDUKCAPIL berkedudukan di bawah dan bertanggundawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah l(abupaten Purworejo.

(2) DISDUKCAPIL dipimpin oleh Kepala DISDUKCAPIL.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DISDUKCAPIL mempunyai tugas membartu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai
dengan kewenangan daerah.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasa-l 4

Dalam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3,
DISDUKCAPIL menyelenggarakaa fungsi:
a Perumusan kebijakan teknis bidaag pelayanan pendaftaran

penduduk, pelayanan pencatatan sipil, serta pengelolaan hformasi
administrasi kependudukal dan pemanfaatan data;

b Pelal<sanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaJtaran
penduduk, pelayanan pencatatan sipil, serta penBelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatar data;

c Pelaksalaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pendaftaran
penduduk, pelayanan pencatatan sipit, serta pengelolaan informasi
admiristrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

d Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekietaiiatan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan DISDUKCAPIL; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAI} IT

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(l) Susunan Organisasi DISDUKCAPIL, terdiri atas:
a. Kepala DISDUKCAPIL;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayalan Penda-ftaran penduduk;
d. Bidalg PelayaJran Pencatatan Sipil;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemalfaatar Data;
I UPT; dan
g. Jabatan F\-rngsiona.l.

Ql Bagal: Orgarisasi DISDUKCAPIL sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) tercartum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkatr dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Kepala DISDUKCAPIL

Pasal 6

Kepala DISDUKCAPIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas memimpin pelalsanaa-n tugas dar fungsi
DISDUKCAPIL sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Selaetsriat

Pasa.l 7

(1) Selsetariat berkedudukan di bawah dan bertanggundawab kepada
Kepala DISDUKCAPIL.

(a Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasa.l 7 ayat (1) mempunyai
tugas melakssrakan koordinasi dalam menyiapkan pemmusan
kebljakan teknis dar menyelenggara-kaa tugas bidang, serta
memberikal dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan DISDUKCAPIL.

Pasal 9

Dalam meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakal fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakar teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidarg secara terpadu;
c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dart pengendalian

administrasi perencalaan dart keuangan;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian;dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DISDUKCAPIL sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasal 10

(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaar dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Subbagiar yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
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Pasal t I

Subbagian Perencanaan dal Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusaa dal pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayalan dan pengendalian administrasi bidang prerencanaar dan
keuangan:
a. menyelenggaralan perencanaan, penganggErran dan evaluasi

kineia;
b. menlrusun pe{aljian kinerja:
c. menyelenggarakan administrasi keualgan;dan
d. melaksanakan tugas kedinasan tain yalg diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengal tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkaa
melakukan pen)aapan bahan perumusan dal pelaksanaan kebijakan
teknis, pelayarar darr pengendalian administrasi bidang umum da-n
kepegawaian, yang meliputi:
a, menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaal barang milik daerah;
d. menyedial<ar jasa penunjang urusan;
e. menyelenggarakan pemeliharaaa bararg milik daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidarg Pelayanan Pendaftanan Penduduk

Pasal 13

(1) Bidang Pelayarran Pendaftaran Penduduk berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala DISDUKCAPIL.

(2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudul< dipimpin oleh Kepala
Bidarg.

Pasal 14

Bidarg Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud
pada pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahar
perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidalg identitas penduduk, pinda_h
datang p€nduduk, dan pendataan penduduk.

Pasal 15

Dalam melaksanal<an tugas sebagaimara dimaksud da.tam Pasal 14,
Bidang Pelayanan Pendaltaran Penduduk penyelenggaraal fungsi:
a. penyiapan pemmusan ba-I.an kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan pengendalian pelaksanaa:r tugas bidang identitas
penduduk;
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b. penyiapan p€rumusan bahan kebljakan teknis, koordinasi,
pembinaal dan Srengendalian pelaksanaan tugas bidang pindah
datang penduduk;

c. penlapan perumusan bahan kebijalan teknis, koordinasi,
pembinaan daJl pengendalian pelaksara€r tugas bidang pendataan
penduduk;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DISDUKCAPIL sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidarg Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
sebagaimala dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dafam
meLalsanalal tugas darl fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaral Penduduk, melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertarggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayarrarr
Pendaftaran Penduduk.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Identitas Penduduk;
b. Subkoordinator Pindah Datarg Penduduk; dan
c. Subkoordinator Pendataan Penduduk.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengal jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yartg ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikal pelaksalaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Subkoordinator Identitas Penduduk mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijaJcan teknis serta
melakul<an pembinaan di bidang identitas penduduk, yang meliputi:
a. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi :

1. mencatat, menatausahakan dan menerbitkar dokumen atas
Pendaftaran Penduduk;

2. menyelesaikan masalah pendaftarar penduduk; dan
3. meningkatkan pelayana-n pendaftaraa penduduk.

b. menyele nggaral<art pendaftaran penduduk, yang meliputi :

1. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan
lembaga non-pemerintah di kabupaten dalam penertiban
pelayana-n pendaftaran penduduk;

2. melaksanakan fasilitasi pendaftaran penduduk;
3. melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk;
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4. melaksanakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan
darl perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk; dan

5. melaksanakan komr:nikasi, informasi, dan edukasi kepada
pemangku kepentingal dan masyarakat terkait pendaftaran
penduduk.

c. menyiapkan bahan penyrsunan perencanaan pelayanan dar
penerbitan dokumen penda-ftaran penduduk meliputi biodata
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu
tarda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakal teknis petayanan dan
penerbitar dokumen pendaltaran pendudr.rk meliputi biodata
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, karhr
tanda penduduk elektronik, kartu identitas a[ak;

e. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi melaksanakan
peLayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukar, kartu
keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu idendtas anak;

i melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk meliputi biodata penduduk, nomor indukkependudukan,
kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas
anak;

g. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk;

h. menyiapkan pengendalian dan evaluasi mela-ksanakan pelayalar
dan penerbitan dokumen pendaftrran penduduk meliputi biodata
penduduk, nomor induk kependudukal, kartu keluarga, kartu
tarda penduduk elektronik, kartu identitas anak;dan

i. melaksaaakan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala
Bidalg Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas
menlapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan di bidang pindah datang penduduk, yang
meliputi:
a. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi:

1. mencatat, menatausahakan dan menerbitkan dokumen atas
pelaporan peristiwa kependudukal;

2. melaksanakan pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan; darr

3. menerbitkan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa
kependudukan .

b. melalukan penataar penda-ftaran penduduk, yang meliputi:
1. menyusun tata cara f,erencanaan, meLaksanakan, pemarttauar,

evaluasi, pengendalial, dan peLaporal penyelenggaraan
adminduk terkait pendaftaran penduduk;dan

2. mengadakan dokumen kependuduka,n selain btangko ktp-el,
formulir, dan buku terkait penda-ftaran penduduk sesuai dengan
kebutuharl.
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c. melakukan pembinaan dart pengawasan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk, yang meliputi :

1. membina dan mengawasi terkait pendaftaran penduduk; dal
2. melaksanakan bimbingan teloris terkait pendaJtaran penduduk.

d. menyiapkan bahan penyusunEm perencanaan pelayanan pindah
datang penduduk;

e. menyiapkan ba}Iart perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah
datang penduduk;

f. menyiapkan melaksanakan pembinaal dan koordinasi
melaksa-nalal pelayaral pindah datang penduduk;

g. melaksanakal pelaya-na-n pindah datang penduduk;
h. menyiapkan pengenda.tian dan evaluasi melaksalakan pelayaran

pindah datang penduduk;dan
i. melaksaaakan tugas kedinasan lain ya-ng diberikan oleh Kepala

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai tugas jabatarnya.

Pasal 19

Subkoordinator Pendataan Penduduk, mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijaka-n teknis serta
melakukan pembinaan di bidalg pendataan penduduk yang meliputi:
a melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi :

1. mendata penduduk non perrnanen dar rentan administrasi
kependudukan; daI

2 mengumpr kart, menganalisis, dan melakukan diseminasi data
terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk.

b menyelenggarakan pendaftaran penduduk, yajrg meliputi:
1. melayani secara aktif pendaftarar peristiwa kependudukan dan

p€ncatatan peristiwa penting terkait pendaftaran prenduduk;
2 menyajikaa data kependudukan yang akurat dan dapat

dipertanggungiawabkan terkait pendaftaran penduduk; dan
3menyelenggarakan pemarfaatan data kependudukal terkait

pendaftaral penduduk.
e melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pendaftarar penduduk berupa mengelola dan melaporkan
penggunaan blangko dokumen kependudukan, formuLir, dan buku
untuk pelayanan pendaftaran penduduk;

d menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksa-naaaa
pendataan penduduk;

e menfapkal bahan perumusan keb[ja]al teknis pela]sanaaar
pendataan penduduk;

f menyiapkal melaksanakan pembinaal dan koordinasi
pelaksaraaar pendataar penduduk;

g melaksanakan pendataanpenduduk;
h menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksalaaan pendataan

penduduk;dan
i melaksalakal tugas kedinasan lain yang diberikaa oleh Kepala

Bidang Pelayanarl Pendaftaran Penduduk sesuai tugas jabatannya.
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Bagiar Kelima
Bidang Pelayanan Pencatatar Sipil

Pasal 20

(1) Bidarg Pelayanan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DISDUKCAPIL.

(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 2l

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimara dimaksud pada pasal
20 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kelahiran, perkawinan dan
perceraian serta perubahan status anak, pewargaregaraan dan
kematian.

Pasal22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.t 21,
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapar perumusan bahan kebljakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan pengendalian pelaksanaal tugas bidang kelahiran;
b. penyiapar perumusan bahan kebtakan teknis, koordinasi,

pembinaal dan pengendalian pelaksalaal tugas bidang
perkawinan dal perceraial;

c. penyiapan perumusan bahar kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dar pengendaliar pelalsalaan tugas bidang perubahan
status anak, pewarganegaraan dan kematial; darr

d. pelatsalaal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DISDUKCAPIL sesuai dengar tugas darr fungsi.

Pasal 23

(1) Susunar Orgarisasi Bidarg Pelayanan Pencatatan Sipil,
sebagaimara dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas
Jabatar Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dalarn
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidalg Pelayalan Pencatatan Sipil, melalui penetapar
sebagai Subkoordinator sesuai dengal ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidaag Pelayanan Pencatatan
sipil.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Kolahiran;
b. Subkoordinator Perkawinal dart Perceraian;dal
c. Subkoordinator Peruba-han Status Ana-k, Pewarganegaraarr darr

Kematiaa.
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekuralg-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikar tugas
tambahan mengoordinasikar melaksanakan tugas darr pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Kelahiran mempunyai tugas menyiapkan bahan
prumusan dan melaksanakan ke bijakan teknis serta melakukan
pembinaan di bidang keLaliran yang meliputi:
a melaksaiakan pelayanan pencatatan sipil, yajlg meliputi :

l. melaksanakan mencatat, menatausahakan dan menerbitkan
dokumen atas peLaporaa peristiwa penting; darr

2 meningkatkar dalam pelayanan pencatatar sipil.
tr melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pencatatan sipil;
c menyiapkan bahan penlrusunan perencanaan pelayanan

pencatatan kelahiran;
d menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan

pencatatal kelahirar;
e melal<salakan pembinaan dan koordinasi p€laksanaan pelayanan

pencatatal kelahiran;
I melaksanakanpelayararpencatatalkelsltiran;
g melaksalakan pendokumentasiar hasil pelayanan pencatatan

kelahiral;
h menyiapkar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan prelayanan

pencatatar kelahirar;dan
i melaksanakan tugas kedinasar tain yalg diberikan oleh Kepala

Bidang Pecatatan Sipil sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas
menyiapkan bahar perumusar dan melalsalakal kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan di bidang perkawinan dan perceraian,
yang meliputi:
a menyelenggarakan pencatatan sipil, yang meliputi:

1. melaksanakal koordinasi dengan kantor kementerian yang
penyelenggaraaa urusan pemerintahan di bidang agama
kabupaten daIl pengadilan agama yang berkaitan dengan
pencatatan nikalr, talak, cerai, dan mjuk bagi penduduk yang
beragama islam;
2. melaksanakan koordinasi dengan kantor kementeriar
yang penyelenggaraan urusa! pemerintahan di bidang agama
kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui
pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan upt
dinas kependudukan darr pencatatan sipil kabupaten;

3. melaksanakan koordinasi antal lembaga pemerintah dan
lembaga non-pemerintah di kabupaten dalam penertiban
pelayanan pencatatan sipil;

4. penyelenggaraan fasilitasi terkait pencatatan sipil;
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5. penyelenggaraan sosialisasi terkait pencatata!'l sipil;da-n
6. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada

pemalgku kepentingan da-n masyarakat terkait pencatata-n sipi.l.
b membina dan mengawasi penyelenggaraan pencatatan sipil. Yang

meliputi :

1. melaksanakan supervisi bersama dengan kantor kementerian
yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama
kabupatendan pengadiLal agama mengenai pelaporan
pencatatan nikah, talak, cerai, da-n rujuk bagi penduduk ya-ng
beragama islam dalam rangka prembangunan basis data
kependudukan terkait pencatatan sipil; dan

2 penyelenggaraan bimbinBal teknis terkait pencatata-n sipil.
c menyiapkan bahaa penlrusunan perencanaan pelayanan

pencatatan perkawinan dar perceraian;
d menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaya-nan

pencatatan prerkawinan dan perceraian;
e melaksanakan pembinaan dan koordinasi melal<sanakan

pencatatan perkawinan dan perceraian;
f melaksarakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
g melal<sarla-kal pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan

perkawinalr dan perceraian;
h menyiapkan pengendalian dan evaluasi melal<sanakan pelayanan

pencatatar perkawinal dan perceraian;dan
i melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Pembahan Status Anak, Pewarganegaraar dan
Kematian, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanalan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang
perubahan status aral<, pewarganegaraan dan kematian, yallg
meliputi:
a. melaksanakaa pelayarar pencatatan sipil, yang meliputi;

1. melaksanakan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data
pencatatan sipil;

2. menlrusun tata cara perencanaan, melaksanal<al, pemantauan,
evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan
adminduk terkait pencatatan sipil;dar

3. melaksanakan pengadaan dokumen kependudukal selain
blargko ktp-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil
sesuai dengan kebutuhan.

b. menyelenggarakan pencatataar sipil, yang meliputi:
1. menyelenggarakan pelayanan secara aktif pendaJtarar peristiwa

kependudukal dar pencatatan peristiwa penting terkait
pencatataJr sipil;

2. melaksanakan penerimaa-n dan permintaar data kependudukan
dari perwalilal republik indonesia meLalui menteri terkait
pencatatan sipil;
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3. penyelenggar:aan pemarfaatan data kependudukar terkait
pencatatar sipil;dan

4. melaksanakan keda sama dengan organisasi kemasyarakatan
dan perguman tinggi terkait pencatatan sipil.

c. membina dan mengawasi penyelenggaraan pencatatan sipil berupa
pengelolaan dan pelaporan penggunaan blargko dokumen
kependudukaa, formulir, dan buku untuk pelayanar pencatatan
sipil;

d. menyiapkal bahan penyusunan perencanaan pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuar anak, pengesahan
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematial;

e. menyiapkan bahan perumusan kebiiakan teknis pelayanan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahar
anak, perubahan status kewargainegaraan dan kematian;

f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksarakan
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahal
anal(, perubahan status kewarganegaiaan dalr kematian;

g. melal<ssnalan pelayanan pencatataJr pengangkatan ara-k,
pengakuan arak, pengesahan anak, perubahan status
kewarganegaraan dan kematian;

h. melaksanakaa pendokumentasial hasil pelayanan pencatatan
pengargkatan anak, pengakuan anal(, pengesahan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

i. menyiapkan pengendalian dan evaluasi melalsarakan pelayaran
pencatatan pengarlgkat€r anak, pengakuan alak, pengesahan
anak, perubahan status kewaiganegaiaan dan kematia-n;dan

a melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas jabatarnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi KependudukaJr dan

Pemanfaatan Data

Pasal2T

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan
Pemanfaatan Data berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DISDUKCAPIL.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan
Pemarfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidalg.

Pasal 28

Bidang Pengelolaar Informasi Administrasi Kependudukan Dan
Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayaf (ll
mempunyai tugas menyiapkan bahar perumusaa kebijakan teknis,
melaksanalaa koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksaaaan
tugas bidarg sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dal penyajial data kependudukan, serta kedasama daIr
inovasi pelayanan.

6
il t It f f $ ,fr fr T $:T

w
4r'

13 ,F
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


Pasal 29

Dalam penyelenggarasn tugas sebagairnana dimalGud dalam Pasal 2a
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan
Pemanfaatan Data mempunyai fr.urgsi:
a p€nyiapan perumusan kebijalan teknis, koordinasi, pembinaal

dan pengendalian p€Iaksanaan tugas bidang sistem informasi
administrasi kependudukan;

h penyiapan perumusan kebijalan teknis, koordinasi, pembinaan
dar pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengolahan dan
penyajian data kependudukan;

c penylapan peRrmusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan
inovasi pelayanan; dan

d pelaksanaart tugas kedinasar Lain yarg diberikan oleh Kepala
DISDUKCAPIL sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 30

(l) Susunan Organisasi Bidarg Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas Jabatar Fungsional

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam
melaksalakal tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Pengelolaan Informasi Admirristrasi Kependudukan Dan
Pemarfaatan Data, melalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan b€rtanSgung jawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi
Kep€ndudukan Dan Pemanfaatal Data.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b. Subkoordinator Pengolahan Dan Penyajiar Data Kependudukar;

dan
c. Subkoordinator Kedasama Darr Inovasi Pelayanan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjarg sekurang-kura-ngnya ahli muda
atau pelalGa-na senior yarlg ditunjuk dengar diberikan tugas
tambahan mengoordinasika-n melaksanakan tugas dar
pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing

Pasal 31

Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusa-n dan melal<sanal<an
kebijalan teknis serta melakuka-n pembinaan di bidarg sistem
informasi administrasi kependudukarr, yang meliputi:
a melakukan penataan pengelolaa-n informasi administrasi

kependudukan, berupa menlrusun tata cara perencanaan,
melaksanakan, pemantauar, evaluasi, pengendalian dan
pelapora-n penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;
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b menyelenggaralan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan berupa memfasilitasi fasilitasi terkait pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;

c melakukan pembinaan dajr pengawasan pengelotaan informasi
administrasi kependudukan, yang meliputi:
1. membina dan mengawasi terkait pengelotaan informasi

administrasi kep€ndudukan;
2 meLaksanakan superyisi bersama dengan kantor kementerian

yarg penyelenggaraan urusan pemerintaian di bidang agama
kabupatendan pengadilan agama mengenai pelaporan
pencatatan nikah, talak, cerai, darl rujuk bagi penduduk yarlg
beragama islam dalam rangka pembangunan basis data
kependudukan; dan

3 menyelenggarakan bimbingan teknis terkait trrngelolaan
informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data
kependudukal.

d menyiapkan koordinasi sistem informasi administrasi
kependudukan;

e menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
sistem informasi administrasi kependudukan;

f menyiapkan dar melaksana-kar sistem informasi administrasi
kependudukan;

g menyiapkan dan melaksanakan pembinaal sistem informasi
administrasi kependudukan;dan

tr melaksana.kan tugas kedinasan Lain yang dib€rikan Kepa-la Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data sesuai dengan tugas jabatannya,

Pasal 32

Subkoordinator Pengolahaa dan Penyajian Data Kependudukan
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melalsanakaa
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang pengolahan
dart penyajiar data kependudukan, yang meliputi:
a mengumpulkan data kependudukal dan pemanfaatan dan

penyajial database kependudukan, yang meliputi :

1. mengolah dan menyajikan data kependudukan; dal
2 menginventaris data untuk kepentingan pembangunan daerah.

h menyelenggarakal pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, yang meliputi:
1. melalsalakaa penerimaan dan permintaan data kependudukan

dari perwakilar republik indonesia melalui menteri;dan
2 menyajikan data kependudukan ya'lg akurat darr dapat

dipertanggungi awabkar.
c, men5rusun profrl kependudukan, yang meliputi;

1. menyediakan data kependudukan kabupaten;dan
2 men5rusun profil data perkembangan dal proyeksi

kependudukan serta kebutuhan yang Lain.
d melaksa-na.kan penyelenggaiaan pencatata.n sipil, berupa

menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat
dipertanggungiawabkan terkait pencatatan sipil;
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e menyiapkan koordinasi pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

f menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakalt teknis
pengolahan darl penyajian data kependudukan;

g menyiapkan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

tr menyiapkan dan pelaksanan pembinaan pengolahal dan
penyajian data kependudukan;dan

i melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data sesuai dengan fugas jabatannya.

Pasa.l 33

Subkoordinator Keda Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas
menyiapkar balan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakul<an pembinaan di bidaag kerjasama dan inovasi
pelayanan, yang meliputi:
a mengumplrlkan data kependudukan dan pemanfaatan dan

penyajian database kependudukan, dengan melalsanakan
kerjasama pemanfaatan data kependudukan;

b menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, yang meliputi:
1. melaksanal<an koordinasi antar lembaga pemerintah dan

lembaga non-pemerintal di kabupaten dalam penertiban
pengeloLaan informasi administrasi kependudukan;

2. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
3.menyelenggarakan sosialisasi terkait pengelolaan informasi

administrasi kependudukan;
4. melaksanakan kerja sama dengal orgalisasi kemasyarakatan

darr perguruan tinggi;dan
5. melaksanakan komunikasi, informasi, darr edukasi kepada

pemangku kepentingan dan masyarakat.
c menyiapkan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan,

pemarfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayarar administrasi kependudukan;

d menyiapkal bahan perencanaaa dan perumusankebijakar teknis
kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukal serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

e menyiapkan dan melaksanakan kebijalan teknis kerjasama
administrasi kependudukan;

I menlapkan dal melaksanakan kebijakan teknis pema!'lfaatar:l
data dan dokumen kependudukar;

g menyiapkal dan melaksanakan kebijakan teknis inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

h menyiapkaa pengendalian dan evaluasi meLaksanakan kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;dan
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L melalsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la
Bidarg Pengelola€n Informasi Admiristrasi Kependuduka.n dan
Pemanfaata-n Data sesuai dengarr tugas jabatannya.

Bagiar Ketujuh
UPT

Pasal 34

(1) Untuk melaksanakar tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunja-ng tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPI.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
UPT yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepa.da Kepala
DISDUKCAPIL.

Pasal 35

Pembeotukan, Kedudukal, Susunan Orgadsasi, Tugas dal Fungsi
Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
diatur lebih larjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Jabatar Fungsional

Pasal 36

(1) Pejabat Fuagsional berkedudukar sebagai pelaksana teknis
tungsional pada DISDUKCAPIL.

(2) Pejabat fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukal di bawah daJl bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yalg memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan fungsiona.l.

(3) Keduduksr Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan ana-lisis beban kerja
dilaksarakar sesuai ketentuan peratuian Irerundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peratr.rran perundang-
undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukal sesuai ketentuan peratura-n perundang-
undangan.
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Pasal 37

Jabatar Fungsional mempunyai tugas dar fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasorkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV

TATA KER.IA

Pasal 38

Kepala DISDUKCAPIL, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT darl Jabataa Fungsional pada
DISDUKCAPIL dalam melaksaral<arl tugasnya berdasarkan peraturar
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 39

Kepala DISDUKCAPIL, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPI dan Jabatan Fungsiona.t pada
DISDUKCAPIL dalam melaksalakan tugasnya memperhatikan prinsip
manajemen yalrg meliputi lrrencanEran, p€ngorgarisasian,
melalsanakar, monitoring, evaluasi dal pelaporan sesuai dengan
bidang tugas masing-masing,

Pasal 40

Da]am melaksanakan tugas, Kepala DISDUKCAPIL, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan
Fungsional pada DISDUKCAPIL wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi daIl sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke
da.lam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

(1) Kepala DISDUKCAPIL, Sekretaris, Kepala Bidang, KePa.la
Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPf bertalggung jawab
dalam memimpin, mengoordinasikal dan memberikan bimbingan
serta petunjuk- petunjuk bagi melaksa-nakan tugas bawahan
masing-masing.

(2) Kepala DISDUKCAPIL, Sekretaris, Kepala Bidarg, Kepala'' 
SuUUagtan, Subkoordinator, Kepala UPI dan Jabatan Fungsional
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk da,l bertanggung jawab
pada atasan masing-masing serta menyampaikanlaporar te Pat
walrhr.

(3) Da.lam menyampaikan laporan masing-masing kepada . atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/ satuan
orgaJrisasi lain yang sacara fi.Egsional mempunyai hubungankerja'
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(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DISDUKCAPIL,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dar
Subkoordinator dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan
sebagai bahar penJ rsunan laporan lebih lanjut dan dijadikan
bahan untul< memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabataa dar kepangkatan serta kepegawaian diarur sesuai
ketentuan peratuian perundang-undalgan yang berlaku.

Pasal 43

Kepa.la DISDUKCAPIL, Selsetaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional di lingkungan
DISDUKCAPIL diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yarg
berwenang sesuai ketentuar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) DISDUKCAPIL wajib penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan ana-tisis jabatan dan
ana.lisis beban keda.

(a PenJrusunan kebutuhan jumlah darl jenis jabatar Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Orgalisasi, Tugas da-n Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Seri D Nomor Seri 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jatruari 2O22

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaa pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkar di Purworejo
pada tanggal '24 scptcEb.! 2t21

t BUPATT PURWOREIO}

(AGUS

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal24 8.pt.rb.! 2a21

f SEKRETARIST*U, PATEN PURWORE'O,

<l sAlD ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO
TAHUN 'X2I NOMORg' SERI D NOMOR 37

Is''1
,t,

,fr *
,$

?
7
F( ?6lc 3

t
20This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.

Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


BAGAIT OROAIUAABI
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREIIO
NOMOryGAHUN 2a21
TEI{TANG
KEDUDU(AN, SUSUNA.I{ ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNCSISERIA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO
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UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEI.AYANAN PENCATATAN SIPIL

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEI.AYANAN DAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

JABATAN
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UPT
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